ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Politik Hukum Kewenangan Rektor Dalam Membentuk
Peraturan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia” ini ditulis oleh Uci
Rahmawati, NIM. 12103193253, Prodi Hukum Tata Negara (HTN),
Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023,
di bimbing oleh Ahmad Gelora Mahardika, S.I1P, M.H.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kewenangan Rektor dalam
lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk membuat
sebuah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama tentang
Statuta, maka Rektor selaku pimpinan tertinggi PTKIN memiliki kewenangan
untuk membuat sebuah keputusan untuk menjalankan kebijakan administrasi pen
didikan dalam lingkup perguruan tinggi tersebut persoalanya adalah dengan
dikeluarkannya berupa keputusan beschkking. Oleh sebab itu, dengan hanya adanya
kewenangan Rektor untuk membentuk keputusan seringkali memunculkan sebuah
kebijakan yang bersifat prematur dan tidak mengikat hal ini dikarenakan banyaknya
multitafsir yang dilakukan oleh objek hukum atau penerima keputusan (civitas
akademika/mahasiswa) tersebut.

Fokus penelitian ini Kewenangan Rektor Dalam Membentuk Peraturan Di
Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan pertanyaan sebagai
berikut: 1)Bagaimana kedudukan hukum rektor sebagai Penyelenggara Negara
dalam hukum administrasi negara? 2) Bagaimana produk hukum mengatur dalam
lingkungan PTKIN? 3)Bagaimana kewenangan rektor sebagai pejabat administrasi
dalam mengeluarkan produk hukum peraturan?.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui
kedudukan hukum rektor sebagai Penyelenggara Negara dalam hukum administrasi
negara 2) untuk mengetahui produk hukum mengatur dalam lingkungan PTKIN 3)
untuk mengetahui kewenangan rektor sebagai pejabat administrasu dalam
mengeluarkan produk hukum peraturan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang
bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang
berisikan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan
adalah teknis analisis deskriptif (analyis descriptive) dengan pendekatan
perundang-undangan (statue approach).

Hasil penelitian Kewenangan Rektor Dalam Membentuk Peraturan Di
Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Berdasarkan Peraturan
Menteri Agama adalah: 1) Dalam hukum administrasi tidak menyebutkan secara



signifikan mengenai rektor tetapi dalam beberapa peraturan seperti Keputusan
Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1544/UN 1.P/KPT/HUKOR/2019
Tentang Eselon Jabatan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada Rektor Gadjah
Mada dan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor:1324/SK/R/U1/2017
Tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Universitas Indonesia Yang Disetarakan
Dengan Eselonisasi Jabatan Pada Pemerintahan, Dimana sebuah lampiran di
keputusan tersebut dijelaskan bahwa Semua kedudukan rektor sebagai pemimpin
di sebuah perguruan tinggi disetarakan dengan Eselon 1, yang mana Eselon |
merupakan hirarki jabatan struktural yang tertinggi. Yang dijelaskan bahwa pejabat
dengan pangkat eselon 1 memiliki kewenangan untuk membuat sebuah peraturan.
Sehingga dapat disimpilkan bahwasanya rektor selayaknya memiliki sebuah
kewenangan untuk membuat sebuah peraturan. 2) Semua kebijakan yang biasanya
di keluarkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kurang memiliki
kekuatan yang mengikat jika berpedoman dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Serta dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Statuta bahwa rektor
tidak memiliki kewenangan untuk membuat sebuah Peraturan (regeling) yang lebih
mengikat sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3) maka harus diadakannya
sebuah perubahan dalam 58 Peraturan Menteri Agama Tentang Statuta, khususnya
merubah kewenangan Rektor yang semula berwenang membentuk keputusan
sebagai dasar pelaksana kebijakan, menjadi Rektor memiliki kewenangan untuk
membentuk peraturan yang dijadikan sebagai landasan kebijakan. Dengan adanya
perubahan tersebut nantinya dapat memberikan solusi dan kepastian hukum.



ABSTRACT

The thesis entitled "Legal Politics of the Chancellor's Authority in Forming
Regulations in the Environment of State Islamic Religious Universities in
the Legislative System in Indonesia” was written by Uci Rahmawati, NIM.
12103193253, Study Program of Constitutional Law (HTN), State Islamic
University Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023, supervised by
Ahmad Gelora Mahardika, S.IP, M.H.
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This research is motivated by the problem of the Chancellor's authority
within the State Islamic Religious College (PTKIN) to make a policy as stated in
the Regulation of the Minister of Religion concerning Statutes, the Chancellor as
the highest leader of PTKIN has the authority to make a decision to carry out
educational administration policies within the scope of The problem with the
university is the issuance of a beschkking decision. Therefore, with only the
Chancellor's authority to make decisions, it often creates a policy that is premature
and non-binding.

The focus of this research is the Chancellor's Authority in Forming
Regulations in State Islamic Religious Colleges with the following questions: 1)
What is the legal position of the Chancellor as State Organizer in state
administrative law? 2) How do legal products regulate the PTKIN environment? 3)
What is the authority of the chancellor as an administrative official in issuing
regulatory legal products?

The objectives of this study are: 1) to find out the legal position of the rector
as a State Organizer in state administration law 2) to find out the legal products
governing the PTKIN environment 3) to find out the rector's authority as an
administrative official in issuing regulatory legal products.

The research method used is normative legal research which is descriptive
analytical. This study uses secondary data sources which contain primary,
secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive analysis
technique with a statutory approach.

The research results of the Chancellor's Authority in Forming Regulations in the
Environment of State Islamic Religious Universities Based on the Regulation of the
Minister of Religion are: 1) In administrative law it does not mention significantly
about the rector but in several regulations such as the Decree of the Chancellor of
Gadjah Mada University Number 1544/UN 1.P/KPT /HUKOR/2019 Regarding
Echelon Positions in the Environment of Gadjah Mada University Rector of Gadjah
Mada and University of Indonesia Chancellor's Decree  Number:
1324/SK/R/U1/2017 Regarding Echelonization of Structural Positions at University



of Indonesia which is Equivalent to Echelonization of Positions in Government,
Where is an attachment to the decision It was explained that all positions of the
chancellor as a leader in a tertiary institution are equated with Echelon 1, in which
Echelon 1 is the highest structural position hierarchy. What is explained is that an
official with the rank of echelon 1 has the authority to make a regulation. So that it
can be concluded that the chancellor should have the authority to make a regulation.
2) All policies that are usually issued by State Islamic Religious Colleges lack
binding force when guided by the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of
2011 concerning the Formation of Legislation. but in the Regulation of the Minister
of Religion concerning Statutes that the chancellor does not have the authority to
make a regulation (regeling) that is more binding so that it conflicts with Law
Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. 3) then an amendment
must be made in the Regulation of the Minister of Religion concerning Statutes, in
particular changing the authority of the Chancellor, which was originally authorized
to form decisions as the basis for implementing policies, to the Chancellor having
the authority to form regulations which serve as the basis for policy. With these
changes, it will be able to provide solutions and legal certainty.
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